
 

 
BUPATI KAYONG UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 

NOMOR 29 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan 

penerimaan pajak daerah diperlukan penguatan 

administrasi pemungutan pajak daerah; 

b. bahwa dalam rangka Pengembalian Kelebihan 

Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Kayong 

Utara, perlu mengatur Tata Cara Pengembalian 

Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); 

 

 

SALINAN 



 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5950); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

DAERAH. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara. 

2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara. 

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

 

 



 

4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT 

adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 

7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 

terutang. 

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus 

dibayar. 

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 

disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak 

yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

 

 

 

 

 



 

Pasal 2 

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah, Wajib Pajak  dapat mengajukan 

permohonan kelebihan pembayaran kepada Bupati.   

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:  

a. Pajak Daerah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya 

terutang; 

b. dilakukan pembayaran Pajak Daerah yang tidak seharusnya terutang; 

atau 

c. Wajib Pajak membayar Pajak Daerah lebih dari 1 (satu) kali dalam masa 

pajak yang sama.  

(3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan 

pembayaran Pajak Daerah kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah 

yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah.  

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi 

persyaratan:   

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai 

alasan yang jelas;   

b. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa 

apabila dikuasakan;   

c. fotokopi SPTPD, SPPT, SKPD dan bukti pembayaran yang sah; dan   

d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal 

ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa 

bermeterai cukup.  

(5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak 

dapat dipertimbangkan. 

 

Pasal 3 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang 

pendapatan daerah melaksanakan penelitian terhadap permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah. 

 

 

 

 



 

(2) Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai 

dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 

bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran Pajak Daerah, Bupati harus memberikan keputusan.  

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang 

pendapatan daerah, menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk 

menerbitkan: 

a. SKPDLB apabila jumlah Pajak Daerah yang dibayar ternyata lebih besar 

dari yang seharusnya terutang; 

b. SKPDN apabila jumlah Pajak Daerah sama dengan jumlah Pajak Daerah 

yang seharusnya terutang; atau 

c. SKPDKB, apabila jumlah Pajak Daerah yang dibayar ternyata kurang 

dari jumlah Pajak Daerah yang seharusnya terutang.  

 

Pasal 4 

(1) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 

pengembalian pembayaran Pajak Daerah dianggap dikabulkan dan SKPDLB 

harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.   

(2) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak Daerah lainnya, kelebihan 

pembayaran Pajak Daerah langsung diperhitungkan untuk melunasi 

terlebih dahulu utang Pajak Daerah tersebut   

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKPDLB.   

(4) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah dilakukan setelah 

lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran 

Pajak Daerah.   

 

 

 

 

 

 



 

Pasal 5 

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang Pajak Daerah, maka 

pengembalian Pajak Daerah dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah 

Pencairan Dana atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah.   

(2) Surat Perintah Pencairan Dana atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada mata anggaran 

pengembalian pendapatan Pajak Daerah dengan koreksi pendapatan pada 

tahun anggaran berjalan.   

(3) Surat Perintah Pencairan Dana atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah 

tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang telah 

ditutup, dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga.   

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong 

Utara. 
 

 Ditetapkan di Sukadana 

pada tanggal  21 Juni 2022 

BUPATI KAYONG UTARA, 

              TTD 

CITRA DUANI 

Diundangkan di Sukadana 

pada tanggal  21 Juni 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, 

      

 TTD 

 

HILARIA YUSNANI 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 29 

 

 

 


